
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 entang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Llngkungan Provinsi Jawa Tengah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-uru .angan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Pepublik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-u 1dangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu, 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

a. bahwa dengan beralihnya penanganan pelaksanaan 
metrologi legal berupa tera, tera u1ang dan pen zawasan 
yang semula berada pada Bidang Perdagangan rnenjadi 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrolog. Legal, 
maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 
2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha K ccil dan 
Menengah Kabupaten Banjarnegara perlu diuba 1 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan P i aturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 69 Tahun 201 7 ten tang Uraian 
Tugas Jabatan Dinas Perindustrian, Perd. gangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah K8 .mpaten 
Banjarnegara; 

BUPATIBANJARNEGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KE21L 
DAN MENENGAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TENT ANG 

PERATURANBUPATIBANJARNEGARA 
NOMOR 7!> TAHUN 2019 

PROVINSI JAWA TENGAH 

BUPATIBANJARNEGARA 



2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950  tentang Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 265);
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BUDHl SARvvOJ\O 

BUPATI BANJARNl (~ARA. 

Ditetapkan di Banja r.egara 
pad a tanggal I g - I 1 »o t ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan I' aturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kc Lupaten 
Ban jam egara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal fl 

Ketentuan Uraian Tugas Jabatan pada Lampiran Nomor 4. Kepals Bidang 
Perdagangan dan Nomor 4.2. Kepala Seksi Sarana Perdagangan. dalam 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Urais Tugas 
Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha K1 cil dan 
Menengah Kabupaten Banjarnegara (Serita Daerah Kabupaten Banj,r .negara 
Tahun 201 7 Nomor 69) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercanturn 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 

Pasal 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHJ\N ATAS 
BANJARNEGARA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG 
URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 
MENENGAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ""u J.as dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perine ustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan M enengah 
Kabupaten Banjarnegara (Serita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 80, Tambahan Serita 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturab Bupati 
Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pe 'ubahan 
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisas , Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perine ustrian, 
Perdagangan, Koperasi, U saha Kecil dan M nengah 
Kabupaten Banjarnegara (Serita Daerah Ka bu paten 
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 72); 

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 69 Tahun 2017 
tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perine ustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan M =iengah 
Kabupaten Banjarnegara (Serita Daerah Ka oupaten 
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 69); 
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BERIT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NO MOR 73 

ETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal \ 0 - (?- - ?-61~ 
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANJARNEGARA

URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  KABUPATEN BANJARNEGARA

4. Kepala Bidang Perdagangan
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perdagangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas
guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas lingkup bidang bina usaha dan promosi serta sarana
perdagangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. merumuskan bahan penerbitan rekomendasi izin pengelolaan pasar
rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, tanda
daftar gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB),
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)  untuk penerimaan
waralaba dari waralaba dalam negeri, penerimaan waralaba lanjutan
dari waralaba dalam negeri dan penerimaan waralaba lanjutan dari
waralaba luar negeri, surat izin usaha perdagangan minuman
beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung
minum ditempat, surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah
ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal),
rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;

g. mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan
bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan
pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;

h. mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan yang ada di Daerah,
penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
(lintas Daerah);

i. mengarahkan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah,
menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
di tingkat Daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah, pengawasan
pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan
pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di
wilayah kerjanya;
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BUDHI SARWONO 

BUPATIBANJARNEGARA, 

4. 2. Kepala Seksi Sarana Perdagangan 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sarana 

Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lmgkup 
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta 
pedoman pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Bidang 
Perdagangan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun bahan kebijakan teknis, petunjuk pelaksanan dan 
naskah dinas lingkup Seksi Sarana Perdagangan sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan; 

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) clan 
Standar Pelayanan (SP) pelaksanan tugas Seksi Sarana 
Perdagangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

f. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebu tuhan 
pokok dan barang pen ting di tingkat pasar Daeral dan 
menjamin ketersediaan barang kebu tuhan pokok dan barang 
penting di tingkat Daerah; 

g. melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga 
pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah; 

h. melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat I aerah 
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyalurar.. clan 
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; 

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah 
di lingkungan Seksi Sarana Perdagangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaki, agar 
kegiatan dapat berjalan lancar; 

J. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 

k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

J. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Perdagangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 

I. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi 
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 


